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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN

Menimbang :

Mengingat

a.

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PONOROGO,

bahwa pendidikan keagamaan Islam khususnya Diniyah
Nonformal meliputi Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-
Qur'an, dan Majelis Taklim, telah berkembang dan
dibutuhkan masyarakat untuk memperdalam agama Islam,
bahkan menjadi pelengkap pendidikan agama bagi siswa di
jenjang pendidikan dasar dan menengah, menunjang
kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang
beragama Islam, untuk itu keberadaannya perlu difasilitasi
dengan dibantu dan didukung sarana prasarana, dan sumber
dayanya sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan
daerah;

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di
Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan fungsi pendidikan,
fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,
diperlukan dukungan fasilitasi pesantren oleh pemerintah
daerah berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan
kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin
penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi
pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan
masyarakat yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Nonformal dan
Pesantren;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah
dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6406);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51095)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Pendidikan Pesantren;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN
DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
Kabupaten Ponorogo sebagai unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut
Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Ponorogo.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan
peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang
ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam
dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang
diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan
Islam yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab,
Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur’an, Diniyah Takmiliyah,
atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar
pesantren pada jalur pendidikan nonformal.

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan
Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan
kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau
dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
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12.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan
lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang
berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan,
yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat
yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh
ajaran Islam rahmatan lil'alamiri yang tercermin dari sikap
rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur
bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,
keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan
Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan
kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau
dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau
kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan
tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah
kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur,
sistematis, dan terorganisasi.

Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan
kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara
berjenjang dan terstruktur.

Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan
mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya,
Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah
seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam
yang berperan sebagai figur, teladan, dan.' atau pengasuh
Pesantren.

Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dindik adalah
Dinas Pendidikan, Kabupaten Ponorogo.

Peserta didik adalah Anggota Masyarakat yang beragama
Islam.

Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan
mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan  kekhususannya, serta  berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan
administrasi pengelolaan pendidikan pesantren.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kkegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
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Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah disingkat FKDT adalah
Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala
Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pendidikan
Diniyah dan Pondok Pesantren dalam membina Madrasah
Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten
Ponorogo.

Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau
pelatihan  yang diberikan kepada Pendidik /Tenaga
Kependidikan sebagai bentuk pembinaan.

Verifikasi adalah pendataan Pendidik/Tenaga Kependidikan
berkaitan dengan individu dan kelembagaan.

Validasi adalah data Pendidik/Tenaga Kependidikan yang
sudah diverifikasi dan dicocokan keabsahannya.

Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat
NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang
tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor
Kementerian Agama

Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan
yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan
pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas
maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat
dipergunakan untuk beribadah shalat Jum’at dan dapat
dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah,
dan belajar agama Islam.

Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul,
bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok
Pesantren maupun diluar Pondok Pesantren, tetapi tidak
dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum’at.

Majelis adalah tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan
untuk belajar, berkumpul dan bermusyawarah.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal,
dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
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BAB II
RUANG LINGKUP, DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pendidikan Diniyah Nonformal; dan
b. Pendidikan Pesantren.

Bagian Kedua
Dasar, Asas, Fungsi dan Tujuan
Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 3

(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan Pendidikan ilmu-
ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran
agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan
ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama
bertujuan untuk mempersiapkan Peserta Didik pindah pada
jenjang yang sama atau melanjutkan ke Pendidikan umum
atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 4

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik
menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan
nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 5

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya Peserta
Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan
luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia.

Bagian Ketiga
Dasar, Asas, Fungsi dan Tujuan
Pesantren

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam
rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika.

(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau
keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan
cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
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(1) Kewajiban diselenggarakan oleh Pesantren dalam fungsi
pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan
masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan Islam rahmatan
lil" alamin.

(3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan
masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
Pesantren dan masyarakat.

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat,
Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber
daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar
dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 8

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari
penyelenggaraan Pendidikan nasional.

Pasal 9

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan
kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing
Pesantren.

(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul
dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu
menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 10

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang
memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya
dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong,
seimbang, dan moderat;

b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang
moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang
mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam
memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan
kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 11

Pesantren menyelenggarakan Pendidikan dengan tujuan
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,
akhlak mulia, serta tradisi Pesantren untuk mengembangkan
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk
menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau
menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk
membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
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BAB III
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL

Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 12

Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
a. pengajian kitab;

Majelis Taklim;

Pendidikan Al-Qur’an;

Diniyah Takmiliyah; atau

©o a0 o

bentuk lain yang sejenis.

Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk satuan Pendidikan.

Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi
satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo setelah memenuhi
ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 13

Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami
ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.

Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara
berjenjang atau tidak berjenjang.

Pengajian kitab dilaksanakan di Pondok Pesantren, Masjid,
Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat
bagi alam semesta.

Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu
pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai
dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT, serta akhlak mulia.

Majelis Taklim dilaksanakan di Masjid, Mushalla, atau tempat
lain yang memenuhi syarat.

Pasal 15

Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan
peserta didik membaca, menulis, memahami, dan
mengamalkan kandungan Al-Qur’an.

Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-
Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul
Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.

Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang
dan tidak berjenjang.
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(4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di Masjid,
Mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(5) Kurikulum Pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis
dan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, tajwid, serta menghafal
doa-doa utama.

(6) Pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan
pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat
membaca Al-Quran dengan tartil dan menguasai teknik
pengajaran Al-Qur’an.

Pasal 16

(1) Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan
agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka
peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada
Allah SWT.

(2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan
secara berjenjang terdiri atas Ula (setingkat MI/SD), Wustha
(setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Al
Jami’ah (setingkat Pendidikan Tinggi).

(3) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di Masjid,
Mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(4) Penamaan atas Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan
penyelenggara.

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 17

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan Diniyah
Nonformal adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diangkat oleh penyelenggara/pengelola Madrasah
Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur’an atau Majelis
Taklim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan
Diniyah Nonformal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17
mempunyai hak:

a. memperoleh penghasilan atau jaminan kesejahteraan;
b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan

c. memperoleh perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan intelektual.
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Pasal 19

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban untuk:

a.

b.

(2)

(3)

(4)

(S)

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
pengabdian; dan

meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitasi pada Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya
pendidikan kepada Pendidikan Diniyah Nonformal.

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk:

a. bantuan kesejahteraan Pendidik/Tenaga Kependidikan;
b. peningkatan keahlian Pendidik/Tenaga Kependidikan;
c. bantuan sarana prasarana; dan/atau

d. bantuan operasional penyelenggaraan.

Bantuan kesejahteraan pendidik/Tenaga Kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan
dalam bentuk insentif atau bentuk lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan keahlian pendidik /Tenaga Kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan
dalam bentuk pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai
dengan keahlian yang dibutuhkan bagi pengembangan
Pendidikan Diniyah Nonformal.

Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana
pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah
Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan
dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah  melindungi kemandirian dan  kekhasan
Pendidikan Diniyah Nonformal selama tidak bertentangan
dengan tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang,
melakukan akreditasi atas Pendidikan Diniyah Nonformal
untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi atas pendidikan keagamaan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah memperoleh
pertimbangan dari Menteri Agama.
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Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Insentif
kepada Pendidik/Tenaga Kependidikan, bantuan peningkatan
keahlian Pendidik, dan bantuan sarana prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(2)

BAB IV
PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Jenis, Unsur, dan Fungsi Pesantren

Pasal 22

Pesantren terdiri atas:

a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam
bentuk pengkajian Kitab Kuning;

b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam
bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin; atau

c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam
bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan

umum.

Pesantren harus memiliki unsur-unsur paling sedikit:

a. Kiai;

b. Santri yang bermukim di Pesantren;

c. pondok atau asrama,;

d. Masjid atau Mushalla; dan

e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola
Pendidikan Muallimin.

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:

a. Pendidikan;
b. dakwah; dan
c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pendirian Pesantren

Pasal 23

Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi
masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.

Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib:

a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin
dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;

b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2);



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau
sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan

d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri
Agama.

Prosedur pendirian Pesantren dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 24

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam
rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika.

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau
keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan
cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus:

a. berpendidikan Pesantren;

b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;

c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh,
Figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.

Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kompetensi
sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau

b. pengelola Pesantren.

Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi
administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di
Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak
menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.



(3)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak
mulia, dan penguasaan bahasa.

Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh
toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta
tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa
Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c
merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama
masa proses pendidikan di Pesantren.

Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan,
kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk
memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan,
kesehatan, dan keamanan.

Pasal 28

Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, Masjid atau Mushalla
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d harus
memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan
kenyamanan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
memfasilitasi Masjid atau Mushalla Pesantren untuk
memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan,
kesehatan, dan keamanan.

Fasilitasi Masjid atau Mushalla Pesantren oleh Pemerintah
Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau
Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e
dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan
komprehensif.

Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola
Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan,
bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang,
dan/atau metode pembelajaran lain.
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Pasal 30

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 sampai dengan Pasal 29 dilaksanakan dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 31

Pesantren melaksanakan fungsi Pendidikan sebagai bagian dari
penyelenggaraan Pendidikan nasional.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 32

Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan
kekhasan, tradisi, dan kurikulum Pendidikan masing-masing
Pesantren.

Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul
dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu
menghadapi perkembangan zaman.

Paragraf 1
Manajemen Pendidikan

Pasal 33

Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau
nonformal.

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi.

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berbentuk:

a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah
Formal ula; dan/atau

b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan
Diniyah Formal wustha.

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan
Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam
waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan
penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan
satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
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Pasal 34

Kurikulum Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal
dan/atau nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 35

Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan
pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik
dan satuan Pendidikan Muadalah.

Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berhak:

a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik
yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau

b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 36

Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah
menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian
oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh
Menteri.

Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berhak:

a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik
yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau

b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 37

Ma’had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada
program sarjana, magister, dan doktor.

Ma’had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam
berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu
keislaman tertentu.

Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh
Ma’had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik
Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.

Ma’had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu)
konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.

Kurikulum Ma’had Aly wajib memasukkan materi muatan
Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya
sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.

Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses
pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan
gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan
pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan
kerja.
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Pasal 38

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat
diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat
menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.

(3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal
diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu
setelah dinyatakan lulus ujian.

(4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal
yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih
tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau
kesempatan kerja.

Pasal 39

Penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren berdasarkan
kekhasan, tradisi, dan kurikulum serta penjaminan mutu
pendidikan masing-masing Pesantren dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam
fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan
kekhasan Pesantren.

(2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam
rahmatan lil'alamin, toleran, keseimbangan, dan moderat yang
berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pasal 41

(1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal
harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik
profesional.

(2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren
dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu
agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang
diampu dan bertanggung jawab.

(4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 42

Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal
dari Pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain
sesuai dengan kebutuhan.
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Pasal 43

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pesantren
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan peserta didik
muslim pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dalam proses Pendidikan Keagamaan
Islam di Pesantren yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 45

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan
Islam rahmatan lil'alamin.

Pasal 46

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 meliputi:

a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan
cara yang baik dan menghindari kemungkaran;

b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai
keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat,
dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; dan

c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai
luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 47

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau
melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh
Pesantren.

Pasal 48

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas
umat;

memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
menjaga kerukunan hidup umat beragama;

selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan

~0po T

menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia
dalam praktik keberagamaan yang moderat.



-19-

Pasal 49

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan
menggunakan pendekatan:

pengajaran dan pembelajaran;
ceramah, kajian, dan diskusi;
media dan teknologi informasi;
seni dan budaya;

bimbingan dan konseling;
keteladanan;

pendampingan; dan/atau

SRt a0 T

pendekatan lain.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi
dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi
kebijakan, dan pendanaan.

Bagian Keenam
Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 51

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat
yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan
masyarakat.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat,
Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber
daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar
dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 53

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam
bentuk:

a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;

b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan
masyarakat;

c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha
mikro, kecil, dan menengah;

d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap
produk masyarakat;

e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;

f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan
kendali mutu;

pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau

5

i. pengembangan program lainnya.



(1)

(2)
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Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan
fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi
pemberdayaan masyarakat.

Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. bantuan keuangan;

b. bantuan sarana dan prasarana;

c. bantuan teknologi; dan/atau

d. pelatihan keterampilan.

Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah

Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN, KERJASAMA DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

(1)

(3)

(1)

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal
dan Pendidikan Pesantren bersumber dari:

a. masyarakat;

b. Pemerintah Pusat;

c. Pemerintah Daerah;

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan

e. Dana Abadi Pesantren.

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal
dan Pendidikan Pesantren dapat berupa:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 56

Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pendidikan Diniyah
Non Formal dan Pendidikan Pesantren dapat melakukan kerja
sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.



(2)

(3)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:

a. pertukaran peserta didik;
olimpiade;

sistem pendidikan;
kurikulum;

bantuan pendanaan;

Mo o0 o

pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
g. bentuk kerja sama lainnya.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Keolahragaan

Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengembangan olahraga di Pendidikan Pesantren dan/atau
Pendidikan Diniyah Nonformal sesuai dengan kewenangan
dan tanggung jawabnya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap
pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta
pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 58

Dalam pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah
Nonformal atau Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi
dalam pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal atau
Pesantren.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan
kepada Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren;

b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan
Diniyah Nonformal atau Pesantren;

c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pendidikan
Diniyah Nonformal atau Pesantren;

d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pendidikan
Diniyah Nonformal dan Pesantren;
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e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan
pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar
lingkungan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren;
dan

f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi
Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren.

(3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,
badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pendidikan
Diniyah Nonformal dan Pesantren yang telah ada tetap diakui
keberadaannya dan menyesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Juni 2024
BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 26-06-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 2.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 20240

TENTANG
FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN

UMUM

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 diatur bahwa  Pemerintah  mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan karakter
yang kuat di bidang keagamaan. Salah satu pendidikan karakter religiusitas
yang sampai saat terbukti dapat mengantarkan peserta didik memiliki
karakter sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional
tersebut adalah Pendidikan Keagamaan Islam yaitu Madrasah Diniyah
Nonformal. Madrasah Diniyah Nonformal merupakan pendidikan keagamaan
Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah,
Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di
dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.

Keberadaan Pendidikan Diniyah Nonformal berupa Madrasah Diniyah
Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim Madrasah Diniyah di
Kabupaten Ponorogo perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana
prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur
penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik, dapat menghasilkan
peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan
dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam.

Di samping itu, di Kabupaten Ponorogo keberadaan lembaga pendidikan
Pondok Pesantren telah tumbuh dan berkembang sejak dan sebelum
kemerdekaan. Lembaga pendidikan Pesantren ini perlu mendapat perhatian
dan dukungan dari Pemerintah Daerah, karena peranan Pondok Pesantren
sangat besar dan penting dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak
bangsa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam
rangka itu, menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan,
fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan
fasilitasi pesantren oleh pemerintah daerah berdasarkan tradisi dan
kekhasannya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
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Berdasarkan hal tersebut, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraannya
dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Madrasah
Diniyah Nonformal dan Pesantren. Harapannya Perda ini dapat menjadi
payung hukum yang komprehensif bagi fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah Diniyah Nonformal dan Pesantren oleh pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keterampilan mencakup pola-pola pendidikan yang

dikembangkan pada jenis pendidikan kejuruan, vokasi, dan
pendidikan kecakapan/keahlian lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)

Pengkajian kitab di dalam Pesantren diselenggarakan untuk
mengkaji kandangun Al Quran dan As sunnah dan pemahaman

tranformatif atas kitab-kitab salaf (Kitab Kuning) dan kholaf
(modern).

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah masyarakat
melalui lembaga/yayasan atau perorangan.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik,
tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana
pendidikan lainnya.
Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh
pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.
Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata
anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.



Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal

Pesantren diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab Kuning
atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat
menyelenggarakan satuan/program pendidikan lainnya yang
diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)
Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di
lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman
sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning
secara berjenjang dan terstruktur.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan
yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta
didik. Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan
untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua
mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap
jenjang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan
yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta

didik.
Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan
untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua
mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap
jenjang.
Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir
Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Program sarjana pada Ma’had Aly disebut marhalah ula (M-1).
Program magister pada Ma’had Aly disebut marhalah tsaniyah

(M-2).
Program doktor pada Ma’had Aly disebut marhalah tsalisah (M-
3).
Ayat (2)
Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma’had Aly
meliputi:
a. Al-Qur’an dan ilmu Al-Qur’an;
b. tafsir dan ilmu tafsir;
c. hadis dan ilmu hadis;
d. fikih dan ushul fikih;
e. akidah dan filsafat Islam;
f. tasawuf dan tarekat;



g. ilmu falak;
h. sejarah dan peradaban Islam; dan
i. bahasa dan sastra Arab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan
untuk membentuk Santri yang memiliki pemahaman dan
penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa
Indonesia serta menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.

Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan
pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa
resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ujian” adalah ujian untuk menilai
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu
berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Penetapan sebagai tenaga pendidik profesional dapat berbentuk
pemberian sertifikat pendidik, pemberian nomor registrasi
pendidik, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.



Pasal 42

Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga kependidikan yang
diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan
pendidikan.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.
Pasal 47

Yang dimaksud dengan “melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan
dikelola oleh Pesantren” adalah dakwah yang dilakukan melalui
pengorganisasi secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga
dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.



Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
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	Bagian Kesatu
	Ruang Lingkup
	Pasal 2
	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
	a. Pendidikan Diniyah Nonformal; dan
	b. Pendidikan Pesantren.
	Bagian Kedua
	Dasar, Asas, Fungsi dan Tujuan
	Pendidikan Diniyah Nonformal
	Pasal 3
	(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan Pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
	(2) Penyelenggaraan Pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan Peserta Didik pindah pada jenjang yang sama atau melanj...
	Pasal 4
	Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
	Pasal 5
	Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan...
	Bagian Ketiga
	Dasar, Asas, Fungsi dan Tujuan
	Pesantren
	Pasal 6
	(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
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	Pasal 7
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	(3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
	(4) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
	Pasal 8
	Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan nasional.
	Pasal 9
	(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
	(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
	Pasal 10
	Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:
	a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
	b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
	c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
	Pasal 11
	Pesantren menyelenggarakan Pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi Pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Isla...
	BAB III
	PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL
	Bagian Kesatu
	Bentuk Penyelenggaraan
	Pasal 12
	(1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
	a. pengajian kitab;
	b. Majelis Taklim;
	c. Pendidikan Al-Qur’an;
	d. Diniyah Takmiliyah; atau
	e. bentuk lain yang sejenis.
	(2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan Pendidikan.
	(3) Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.
	Pasal 13
	(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
	(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
	(3) Pengajian kitab dilaksanakan di Pondok Pesantren, Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
	Pasal 14
	(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
	(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
	(3) Majelis Taklim dilaksanakan di Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
	Pasal 15
	(1) Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an.
	(2) Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
	(3) Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
	(4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di Masjid, Mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
	(5) Kurikulum Pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
	(6) Pendidik pada Pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an.
	Pasal 16
	(1) Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
	(2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas Ula (setingkat MI/SD), Wustha (setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Al Jami’ah (setingkat Pendidikan Tinggi).
	(3) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di Masjid, Mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
	(4) Penamaan atas Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
	Bagian Kedua
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Pendidikan Diniyah Nonformal
	Pasal 17
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan Diniyah Nonformal adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh penyelenggara/pengelola Madrasah Diniyah Takmiliya...
	Pasal 18
	Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai hak:
	a. memperoleh penghasilan atau jaminan kesejahteraan;
	b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
	c. memperoleh perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
	Pasal 19
	Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban untuk:
	a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
	b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
	Bagian Ketiga
	Pemberian Fasilitasi pada Pendidikan Diniyah Nonformal
	Pasal 20
	(1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan Diniyah Nonformal.
	(2) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
	a. bantuan kesejahteraan Pendidik/Tenaga Kependidikan;
	b. peningkatan keahlian Pendidik/Tenaga Kependidikan;
	c. bantuan sarana prasarana; dan/atau
	d. bantuan operasional penyelenggaraan.
	(3) Bantuan kesejahteraan pendidik/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(4) Peningkatan keahlian pendidik/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal.
	(5) Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.
	(6) Bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(7) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Diniyah Nonformal selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
	(8) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas Pendidikan Diniyah Nonformal untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
	(9) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.
	Pasal 21
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pendidik/Tenaga Kependidikan, bantuan peningkatan keahlian Pendidik, dan bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bu...
	BAB IV
	PENDIDIKAN PESANTREN
	Bagian Kesatu
	Jenis, Unsur, dan Fungsi Pesantren
	Pasal 22
	(1) Pesantren terdiri atas:
	a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
	b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
	c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan umum.
	(2) Pesantren harus memiliki unsur-unsur paling sedikit:
	a. Kiai;
	b. Santri yang bermukim di Pesantren;
	c. pondok atau asrama;
	d. Masjid atau Mushalla; dan
	e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
	(3) Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:
	a. Pendidikan;
	b. dakwah; dan
	c. pemberdayaan masyarakat.
	Bagian Kedua
	Pendirian Pesantren
	Pasal 23
	(1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
	(2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
	a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
	b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
	c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
	d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama.
	(3) Prosedur pendirian Pesantren dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
	Bagian Ketiga
	Penyelenggaraan Pesantren
	Pasal 24
	(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
	(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
	Pasal 25
	(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus:
	a. berpendidikan Pesantren;
	b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;
	c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
	(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, Figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
	(3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
	a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
	b. pengelola Pesantren.
	(4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.
	Pasal 26
	(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
	(2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
	(3)  Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bah...
	(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajara...
	Pasal 27
	(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
	(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
	(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
	Pasal 28
	(1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, Masjid atau Mushalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi Masjid atau Mushalla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
	(3) Fasilitasi Masjid atau Mushalla Pesantren oleh Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 29
	(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
	(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
	Pasal 30
	Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bagian Keempat
	Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan
	Pasal 31
	Pesantren melaksanakan fungsi Pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan nasional.
	Pasal 32
	(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum Pendidikan masing-masing Pesantren.
	(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
	Paragraf 1
	Manajemen Pendidikan
	Pasal 33
	(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
	(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
	(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
	a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
	b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
	(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
	(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
	(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
	(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
	Pasal 34
	Kurikulum Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 35
	(1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
	(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
	a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
	b. mendapatkan kesempatan kerja.
	Pasal 36
	(1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri.
	(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
	a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
	b. mendapatkan kesempatan kerja.
	Pasal 37
	(1) Ma’had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor.
	(2) Ma’had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
	(3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma’had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
	(4) Ma’had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
	(5) Kurikulum Ma’had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
	(6) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.
	(7) Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.
	Pasal 38
	(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
	(2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
	(3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
	(4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan ke...
	Pasal 39
	Penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum serta penjaminan mutu pendidikan masing-masing Pesantren dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 40
	(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
	(2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alamin, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar N...
	Pasal 41
	(1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
	(2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
	(3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.
	(4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
	Pasal 42
	Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari Pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
	Pasal 43
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 44
	Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan peserta didik muslim pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam proses Pendidikan Keagamaan Islam di Pesantren yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Perat...
	Bagian Kelima
	Pesantren dalam Fungsi Dakwah
	Pasal 45
	Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin.
	Pasal 46
	Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
	a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
	b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
	c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	Pasal 47
	Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
	Pasal 48
	Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:
	a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
	b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
	c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
	d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
	e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
	f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.
	Pasal 49
	Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
	a. pengajaran dan pembelajaran;
	b. ceramah, kajian, dan diskusi;
	c. media dan teknologi informasi;
	d. seni dan budaya;
	e. bimbingan dan konseling;
	f. keteladanan;
	g. pendampingan; dan/atau
	h. pendekatan lain.
	Pasal 50
	Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
	Bagian Keenam
	Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
	Pasal 51
	Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
	Pasal 52
	Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
	Pasal 53
	Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
	a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
	b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
	c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
	d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
	e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
	f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
	g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
	h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
	i. pengembangan program lainnya.
	Pasal 54
	(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
	(2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
	a. bantuan keuangan;
	b. bantuan sarana dan prasarana;
	c. bantuan teknologi; dan/atau
	d. pelatihan keterampilan.
	(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	BAB V
	PENDANAAN, KERJASAMA DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
	Bagian Kesatu
	Pendanaan
	Pasal 55
	(1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pendidikan Pesantren bersumber dari:
	a. masyarakat;
	b. Pemerintah Pusat;
	c. Pemerintah Daerah;
	d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
	e. Dana Abadi Pesantren.
	(2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pendidikan Pesantren dapat berupa:
	a. uang;
	b. barang; dan/atau
	c. jasa.
	(3) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bagian Kedua
	Kerjasama
	Pasal 56
	(1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pendidikan Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
	(2)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
	a. pertukaran peserta didik;
	b. olimpiade;
	c. sistem pendidikan;
	d. kurikulum;
	e. bantuan pendanaan;
	f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
	g. bentuk kerja sama lainnya.
	(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bagian Ketiga
	Pembinaan Keolahragaan
	Pasal 57
	(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Pendidikan Pesantren dan/atau Pendidikan Diniyah Nonformal sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
	(2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
	(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	BAB VI
	PARTISIPASI MASYARAKAT
	Pasal 58
	(1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren.
	(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
	a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren;
	b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren;
	c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren;
	d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren;
	e.  mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren; dan
	f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pendidikan Diniyah Nonformal atau Pesantren.
	(3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
	BAB VII
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 59
	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
	Pasal 60
	Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
	Pasal 61
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.
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	TENTANG
	FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN
	I. UMUM
	Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerd...
	Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan karakter yang kuat di bidang keagamaan. Salah satu pendidikan karakter religiusitas yang sampai saat terbukti dapat mengantarkan peserta didik memiliki karakter sebagaimana yang dinyatakan dalam t...
	Keberadaan Pendidikan Diniyah Nonformal berupa Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, d...
	Di samping itu, di Kabupaten Ponorogo keberadaan lembaga pendidikan Pondok Pesantren telah tumbuh dan berkembang sejak dan sebelum kemerdekaan. Lembaga pendidikan Pesantren ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah, karena peran...
	Berdasarkan hal tersebut, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraannya dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Nonformal dan Pesantren. Harapannya Perda ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi fasilit...
	II. PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
	Cukup jelas.
	Pasal 2
	Cukup jelas.
	Pasal 3
	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Keterampilan mencakup pola-pola pendidikan yang dikembangkan pada jenis pendidikan kejuruan, vokasi, dan pendidikan kecakapan/keahlian lainnya.
	Pasal 4
	Cukup jelas.
	Pasal 5
	Cukup jelas.
	Pasal 6
	Cukup jelas.
	Pasal 7
	Cukup jelas.
	Pasal 8
	Cukup jelas.
	Pasal 9
	Cukup jelas.
	Pasal 10
	Cukup jelas.
	Pasal 11
	Cukup jelas.
	Pasal 12
	Cukup jelas.
	Pasal 13
	Ayat (1)
	Pengkajian kitab di dalam Pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandangun Al Quran dan As sunnah dan pemahaman tranformatif atas kitab-kitab salaf (Kitab Kuning) dan kholaf (modern).
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
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	Pasal 14
	Cukup jelas.
	Pasal 15
	Cukup jelas.
	Pasal 16
	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah masyarakat melalui lembaga/yayasan atau perorangan.
	Pasal 17
	Cukup jelas.
	Pasal 18
	Cukup jelas.
	Pasal 19
	Cukup jelas.
	Pasal 20
	Ayat (1)
	Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
	Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
	Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Ayat (5)
	Cukup jelas.
	Ayat (6)
	Cukup jelas.
	Ayat (7)
	Cukup jelas.
	Ayat (8)
	Cukup jelas.
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	Ayat (9)
	Cukup jelas.
	Pasal 21
	Cukup jelas.
	Pasal 22
	Cukup jelas.
	Pasal 23
	Cukup jelas.
	Pasal 24
	Cukup jelas.
	Pasal 25
	Cukup jelas.
	Pasal 26
	Cukup jelas.
	Pasal 27
	Cukup jelas.
	Pasal 28
	Cukup jelas.
	Pasal 29
	Cukup jelas.
	Pasal 30
	Cukup jelas.
	Pasal 31
	Cukup jelas.
	Pasal 32
	Cukup jelas.
	Pasal 33
	Ayat (1)
	Penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal Pesantren diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
	Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan/program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Ayat (5)
	Cukup jelas.
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	Ayat (6)
	Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang...
	Ayat (7)
	Cukup jelas.
	Pasal 34
	Cukup jelas.
	Pasal 35
	Ayat (1)
	Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajara...
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Pasal 36
	Ayat (1)
	Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
	Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.
	Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Pasal 37
	Ayat (1)
	Program sarjana pada Ma’had Aly disebut marhalah ula (M-1).
	Program magister pada Ma’had Aly disebut marhalah tsaniyah (M-2).
	Program doktor pada Ma’had Aly disebut marhalah tsalisah (M-3).
	Ayat (2)
	Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma’had Aly meliputi:
	a. Al-Qur’an dan ilmu Al-Qur’an;
	b. tafsir dan ilmu tafsir;
	c. hadis dan ilmu hadis;
	d. fikih dan ushul fikih;
	e. akidah dan filsafat Islam;
	f. tasawuf dan tarekat;
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	g. ilmu falak;
	h. sejarah dan peradaban Islam; dan
	i. bahasa dan sastra Arab.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Ayat (5)
	Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Santri yang memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
	Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
	Ayat (6)
	Cukup jelas.
	Ayat (7)
	Cukup jelas.
	Pasal 38
	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Yang dimaksud dengan “ujian” adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Pasal 39
	Cukup jelas.
	Pasal 40
	Cukup jelas.
	Pasal 41
	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Penetapan sebagai tenaga pendidik profesional dapat berbentuk pemberian sertifikat pendidik, pemberian nomor registrasi pendidik, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
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	Pasal 42
	Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.
	Pasal 43
	Cukup jelas.
	Pasal 44
	Cukup jelas.
	Pasal 45
	Cukup jelas.
	Pasal 46
	Huruf a
	Cukup jelas.
	Huruf b
	Cukup jelas.
	Huruf c
	Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.
	Pasal 47
	Yang dimaksud dengan “melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren” adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasi secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.
	Pasal 48
	Cukup jelas.
	Pasal 49
	Cukup jelas.
	Pasal 50
	Cukup jelas.
	Pasal 51
	Cukup jelas.
	Pasal 52
	Cukup jelas.
	Pasal 53
	Cukup jelas.
	Pasal 54
	Cukup jelas.
	Pasal 55
	Cukup jelas.
	Pasal 56
	Cukup jelas.
	Pasal 57
	Cukup jelas.
	Pasal 58
	Cukup jelas.
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	Pasal 59
	Cukup jelas.
	Pasal 60
	Cukup jelas.
	Pasal 61
	Cukup jelas.
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